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Seperti tertera pada tabel 1, dana yang direncanakan untuk anggaran pembangunan tahun
1997/98 berjumlah Rp38.927,9 miliar atau meningkat 12,8% dibandingkan dengan anggaran
pembangunan tahun 1996/97. Anggaran pembangunan untuk RAPBN 1997/98 tersebut sesuai
dengan yang direncanakan dalam tahun keempet Repdita VI, hanya sedikit di bawahnya, yaitu
0,4%, seperti terlinat pada tabd 2.

Pada tabd 2, telihat pula bahwa anggaran pembangunan ddam RAPBN sgak tahun
pertama Repelita VI sampa tehun keempat nanti senantiasa konssten dengan sasaran invedasi
pemerintah ddam Repdita VI, kadau ada perbedaan pun hanya sedikit di bawah atau di aas
sasaran Repdlita VI. Dengan investas Pemerintah yang konsisten dengan rencana ter sebut telah
depa dihadilkan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dari yang dperkiraken. Berati pula
investas swadta telah berperan lebih besar, dan secara keseluruhan efisens ekonomi, seperti
antara lain tercermin ddam ICOR, yaitu koefisen yang menghubungkan tingkat pertumbuhan
dengan tingka investas, ternyaa lebih bak dai yang diperkirakan pada wektu Repdita
VI dirumuskan.

Pada tabd 3, diperlinatkan bahwa anggaran pembangunan sebesar tersebut, diperoleh dari
Tabungan Pemerintah sebesar Rp25.901,9 miliar dan Bantuan Luar Negeri sebesar Rpl13.026,0
miliar. Tabungan Pemerintah direncanakan meningkat sebesar 17,3% atau Rp3.812,8 miliar,
dibanding dengan tahun 1996/97, sedangkan Bantuan Luar Negeri meningkat hanya 4,9% atau
Rp6124 miliar. Seperti dapat diliha pada tabd 3, sdama Repelita VI ini kemampuan
pembiayaan ddam negeri terus meningkat, dari 61,8% pada tahun 1995/96, menjadi 64%, dan
kita hargpkan meningkat lagi menjadi 66,5%, aau dua petiga dai sduruh  anggaran
pembangunan.  Hd ini menunjukkan meningkatnya kemandirian dalam pembangunan seperti
diamenatkan oleh GBHN.

Daam menyusun anggaran pembangunan menurut dana yang tersedia tersebut, petunjuk-
petunjuk GBHN senantiasa menjadi pegangan, yang paling pokok di antaranya addah:

Pertama, bahwa prioritas pembangunan diletakkan di bidang ekonomi sairing dengan
peningkatan kualitas sumber daya manusia, ddam rangka membangun manusia dan masyaraket
Indonesia yang maju dan mandiri serta sgiahtera, dalam kehidupan yang serba berkeseimbangan.

Kedua, bahwa kebijaksanaan pembangunan harus senantiasa bertumpu peda Trilogi
Pembangunan.

Ketiga, bahwa pembangunan nasond dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan
pemerintah. Masyarakat addah pelaku utama pembangunan, dan tuges pemerintah terutama
addah mengarahkan, membimbing, seta menciptekan suasana yang menunjang  kegiatan
masyarakat.

Dengan berpegang pada petunjuk-petunjuk pokok GBHN 1993 tersebut, telah disusun
anggaran pembangunan untuk tahun 1997/98.

Pada tabel 4, diperlihatkan betapa bagian yang cukup besar dari anggaran pembangunan,
penggunaannya telah “didaerahkan”, yang terdiri dari dana-dana Inpres dan PBB, yaitu berjumlah
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Rp9.910,1 miliar, atau mencgpai 38,3% dari sduruh anggaran pembangunan. Dana Inpres
sebesar Rp7.630,5 miliar meningkat cukup tinggi, 194%, jauh di aas peningkatan anggaran
pembangunan yang 12,8% dan peningkatan dana rupigh murni yang 17,3%. Dana PBB yang
suruhnya, kecudi biaya pemungutan, dikembdikan ke daerah meningkat 10% menjadi
Rp2.279,6 miliar. Peningkatan 10% itu cukup besar, mengingat bahwa wgjib pembayar PBB
sdlamaini telah banyak terjangkau.

Dadam rangka program Inpres, ada tambahan Inpres baru, yaitu Program Makanan
Tambahan untuk Anak Sekolah (PMT-AS), yang sebdumnya kegiaannya berada ddam
Inpres Kesehatan. Karena cakupannya makin luas, dan dananya bertambeh besar, maka mulai
tahun anggaran yang akan datang, kegiatannya akan ditampung dalam Inpres tersendiri.

Pada tabd 5 dipelihakan betapa dana Inpres dan PBB ini merupakan komponen
anggaran pembangunan yang penting bagi APBD, meskipun kecenderungannya kian menurun.
Artinya banyak propind yang meningkat kemampuan PAD-nya, meskipun bagi sepertiga aau 9
dari sdluruh proping yang ada, dana-dana Inpres dan PBB itu masih merupakan lebih dari separuh
terthadgp APBD-nya Hanya 3 proping sga yang peran itu di bawah 10%, atau sekitar 5%, yaitu
Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Peningkatan dana Inpres yang cukup besar itu, yaitu Rpl.241,8 miliar dibandingkan
dengan tahun yang ldu, sdain karena adanya kegiatan-kegiatan baru dan Inpres baru (PMT-AYS)
tadi, sarta perlussan cakupan dan nila bantuan berbaga kegiatan yang telah ada dan akan
berlanjut, juga karena banyak yang merupakan pengdihan dari kegiatan yang sdama ini ditangani
oleh indand pusat yang bertanggung jawab atas sektor yang bersangkutan, menjadi tanggung
jawab dagrah. Ha ini menunjukkan tekad pemerintah untuk makin mendesentralisaskan upaya
pembangunan serta mencerminkan  kemampuan pengelolaan  pembangunan dari  pemerintah
daerah yang makin meningkat.

Untuk Inpres Desa, seperti dapat dilihat pada tabel 6 disediakan anggaran Rp468,8 miliar.
Ada peningkatan 2,1%, karena dua hd, yaitu pertama, bertambahnya desa, dan kedua, untuk biaya
pembinaan mesyarakat tertinggal di semua desa di sduruh Indonesia. Semula bantuan pembinaan
tersebut hanya diberikan untuk desadesa IDT sga dan termasuk daam anggaran Inpres Desa
Tertinggd, namun sekarang upaya penanggulangan kemiskinan telah diperluas mencup pula
sdluruh masyarakat miskin di semua desa. Hanya progranmnya berbeda.  Di luar desa-desa IDT,
penanggulangan kemiskinan akan dilakukan mdaui program Takesa Kukesra, memanfaatkan
dana yang disshkan dai masyarakat mampu di samping dana yang akan disediakan oleh
pemerintah. Biaya pembinaan ini diberiken pula pada semua tingkatan pemerintah daerah: untuk
kecamatan dan Dati |l ditampung dalam Inpres Dati 11, dan untuk Dati | dalam Inpres Dati 1.

Pada tabd 7 diperlihatkan Inpres Desa Tertinggd aau IDT. Dana yang disediakan untuk
IDT ditetgpkan tidak berubah, hanya pembulatan sga yaitu Rp480,0 miliar.  Sesungguhnya
suruh desa IDT yang adi tdah memperoleh dana IDT tiga kdi, namun karena sgak tahun
anggaran yang lau sdluruh desa di 4 proping yaitu NTT, Timor Timur, Mauku, dan Irian Jaya,
dan 4 kabupaten yang terpencil, yaitu Sangihe Tdaud, Lubuk Bangga, Riau Kepulauan, dan
Nias, memperoleh pula bantuan IDT, maka yang terssa addah desadesa di wilayah tersebut.
Jumlahnya addah 6573 desa, dan biaya untuk itu disedisken Rpl31,5 miliar.  Sdebihnya
digunakan untuk mempercepat pembangunan prasarana dan sarana perdesaan, yang keberadaan
atau kdangkaannya mengekibatkan desardesa itu menjadi tertinggd. Pembangunan prasarana
perdesaan ini juga memperoleh bantuan luar negeri, yaitu dari Bank Dunia dan Pemerintah Jepang
(OECF), namun untuk mempercepatnya, ditambah dana rupiah mddui Inpres ini. Sehingga
diharapkan pada akhir Repdita VII sduruh desa di Indonesia telah lebih seimbang ketersediaan
prasarananya, dan dapat mengurangi kendda yang menjadi penyebab kemiskinan, sesua dengan
sasaran ddam  PJP Il untuk menyelesaikan masdah kemiskinan absolut pada akhir Repedlita VII.
Peda pringpnya pembangunan prasarana perdesaan tersebut dilaksanakan oleh masyarakat desa
sendiri dengan bimbingan dari ingtang teknis yang bersangkutan.
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Pada tabe 8, dipelihatkan Inpres Dati Il. Inpres ini memperoleh anggaran sebesar
Rp3.484,0 miliar, dengan kenaikan terbesar, yaitu 19,9% atau lebih dari setengah triliun. Dan
memang dengan kontribus sebesar 45,6% dari sdluruh anggaran untuk Inpres, maka Inpres Dati

Il addah yang terbesar, dan sesua dengan rencana untuk menjadikan Dati |1 sebagai titik berat
otonomi daerah.

Kriteria dasar Inpres Dati |l tidak berubah, tetepi ada peningkatan pada jumlah penduduk.
Untuk pertama kali, jumlah penduduk Indonesia akan meampaui garis 200 juta (201,4 jutd).

Peningkatan yang direncanakan pada Inpres Dati 1l ini sdain karena kenaikan jumlah
penduduk itu, depat dikelompokkan dalam tiga kelompok.

Pertama, karena diperbesarnya bantuan. Daam rangka ini bantuan pembangunan pasar
kecamatan, naik dari Rp7 miliar menjadi Rp8 miiliar.

Sdanjutnya, bantuan untuk rehabilites SD dan MI, nalk Rp85 miliar atau 28,4% menjadi
Rp385,1 miliar. Dana itu akan digunakan untuk memperbaiki SD/MI yang russk berat sebanyak
36 ribu ruang keas. Diperkirakan ada 127 ribu sekolah yang rusak berat dari 170.871 SD/MI.
Karena jumlahnya besar tentu hanya bisa disdesaikan secara bertahap. Daam program itu juga
tercakup pembangunan sarana ar bersh di lebih dai 42000 SD/MI. Dai pemantauan di
lgpangan ternyata banyak SD/MI yang tidek memiliki sarana ar bersh, misanya untuk mencuci
tangan. Kegiatan ini terkait dengan upaya perbaikan dergiat keschatan dan gizi ddam program
makanan tambahan untuk anak sekolah.

Bantuan prasarana jdan juga meningkat yang akan mencakup 12505 km jaan lokd di
Dati Il. Danaitu, 50% &kan digunakan di kawasan timur Indonesia Upaya ini didukung
dengan pembangunan jaan penghubung aau poros desa. Juga ada kenaikan pada bantuan untuk
tenaga penyuluh pertanian lapangan, yang mencakup pula bantuan untuk baa informas dan
penyuluh pertanian yang jumlahnya 243 buah.

Kedua, pengdihan dari anggaran sektord.  Pertama, addah bantuan prasarana dasar
pemukiman, yaitu untik pembangunan perkotaan khususnya ddam upaya mengatas masdah
kemiskinan perkotaan (urban poverty). Semula kegiagan ini ditangani meldui DIP Departemen
PU, tetapi sekarang langsung ditangani di daerah, dan untuk itu dananya disediakan Rp290 miliar,
nak 20,6% daripada waktu ditangani di tingkat pusat. Dana ini tidek dibagi rata, namun
didokaskan berdasarkan prioritas, urgend dan kesigpan perencanaan masing-masing kota. Juga
didihkan bantuan bibit yang dihaslkan oleh kelompok-kelompok petani penghasil bibit yang
semula masuk DIP Dep. Pertanian. Besar anggaran yang disediakan addah Rp25 miiliar.

Ketiga, program baru, yaitu bantuan kepada Dati Il untuk mengenddikan dampak
lingkungan akibat kegiatan pembangunan. Dana ini merupakan pemancing bagi upaya Pemda
Dati Il dan masyarakat Dati |1 sendiri untuk melestarikan fungs lingkungan di wilayahnya.

Mengenai Inpres Dati | dapat dilihat pada tabel 9. Dana untuk Inpres ini tersedia
Rp1.661,9 miliar, naik 16,7%.

Kriteria bantuan dasar tidek banyak berubah, dan seperti hdnya pada Inpres Dati |,
kenaiken diakibatkan karena perluasan cakupan, pengdihan dari DIP di instans pusa, dan
kegiatan baru ddam Inpres.

Yang pertama, yakni perluasan cakupan, terutama addah untuk bantuan peningkatan
jdan, yang naik 21,6%, antara lain untuk mengatas kemacetan ldu lintas di beberapa kota besar,
yang untuk itu disedigkan Rp30 miliar. Juga meningkat cukup besar bartuan untuk operas dan
pemeiharaan jaringan pengairan, yang naik 45%. Hd ini dikarenakan meningkatnya ared irigas
yang menjadi tanggung jawab Pemda dengan lebih dari 1 juta ha, di antaranya 247 ribu ha ared
pengairan baru.

Kedua, bebergpa kegiatan merupakan pengdihan dari kegialan sektord yang sekarang
tdah dap untuk “didaerabkan”, yatu baituan pengembangan wilayah dan Prasarana Fisk
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Pamong Prga, yatu bantuan prasarana fisk seperti untuk kantor-kantor Kecamatan, yang selama
ini ditangani Departemen Ddam Negeri, sdanjutnya akan langsung ditangani oleh Pemda Dati |.

Ketiga, kegiatan-kegiatan baru. Sdah satu sumber pendapatan bagi daerah yang penting
addah PBB. Namun, ada sebagian wilayah di daerah yang tidek hisa dibudidayakan, sehingga
tidak menghasilkan pendapatan bagi daerah, yaitu kawasan-kawasan lindung. Maka untuk daerah-
deerah yang memiliki kawasan lindung, akan diberikan  bantuan khusus sekdigus untuk
membantu pengelolaan kawasan lindung itu sendiri. Dana yang disedigkan untuk itu addah
Rp34,4 miliar, dan pembagiannya mengikuti pembagian PBB, untuk Dati Il dan Ddti |. Namun,
pada tahap ini penganggarannya digabungkan terlebih dulu meldui Inpres Dati 1. Sdanjutnya,
yang baru pula addah bantuan pembinaan kebudayaan, yaitu bantuan untuk pengembangan
kebudayaan daerah, agar di tengah-tengah arus globdisas budaya, dapat tetap tumbuh subur
sebagal  puncak-puncak kebudaysan nasiond seperti diamanatkan oleh konstitus. Dana ini harus
di-” match” dengan sumber daya dari daerah sendiri, baik dari Pemeaintah Daerah maupun yang
bersumber dari masyarakat di daerah. Demikian pula disediskan dana untuk membantu daerah
ddam membina dan mengadekan pembibitan olahraga prestas, mengingat pentingnya pembinaan
olahraga sdain untuk membangun bangsa yang kudt, juga untuk membawa nama bak dan
martabat bangsa di dunia Pembibitan olahraga harus dilakukan di sduruh daerah sxcara
serempak.  Bantuan kepada Daerah diberiken pula untuk membina kerukunan hidup umat
beragama, ddam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di sdluruh wilayah tanah air.
Biaya in terutama addah untuk membantu penydenggaraan musyawarah-musyawarah
antaragama di daerah, di luar kegiatan-kegiatan pembangunan bidang agama itu sendiri. Seperti
untuk Dati I, untuk Dati | juga disediskan dana untuk pengenddian, pemantauan dan evdues
pengenddian dampak lingkungan karena kegiatan pembangunan.

Tidak semua kegiatan anggarannya meningkat. Ada juga yang turun seperti bantuan
penataran R4. Anggaran untuk kegiatan penataran di sini telah berkurang karena tdlah sdesainya
program pemataran bagi penatar yang pembiayaannya dibantu oleh pemeintah pusat. Bantuan
sdanutnya addah untuk menyediakan buku materi penataran, sedangkan penyelenggaraan
penataran itu sendiri menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Inpres Sekolah Dasar, ada pada tabel 10. Dana untuk Inpres ini disediakan Rp663,2
miliar, meningkat 11,4%. Bantuan untuk biaya operad dan pemeiharaan, yang diberikan kepada
setigp sekolah, akan dinaikkan dari Rp700 ribu menjadi Rp800 ribu, antara lain untuk melengkapi
dan memperbaharui perabot sekolah. Karena jumlah SD/MI besar, maka bantuan ini meskipun
kelihatannya kecil tetapi secara kesduruhan besar jumlahnya  Juga nila itu sangat berarti
terutama bagi daerahrdaerah tertinggal dan terpencil di mana kemampuan orang tua murid untuk
membantu pengelolaan sekolah sangatlah terbatas.

Sdanjutnya ada kenaikan daam pembangunan gedung SD, ruang kdas baru, serta
kegiatan penataran dan penyearaan guru setingkat D-2. Anggaran ini akan membiaya penaaran
bagi 275.625 guru agama dan guru kelas.

Ada sau kegiatan tambahan, yang mungkin tidak perlu dilakukan setigp tahun, yaitu pada
tahun 1997/98 akan diadekan penddaan dari seluruh SD/MI di Indonesia, baik negeri maupun
swasta. Ini semacam “sensus’, untuk mengetahui secara tepat jumlah SD/MI yang betul-betul ada
dan beroperas, kondis SDM-nya, terutama para guru  dan muridnya, serta kondisi fisk sekolah.
Dengan demikian, maka program-program pembangunan pendidikan dasar sdanjutnya tersusun
dengan sesungguhnya berdasarkan kenyataan di lapangan, sehingga dana yang ada dan jumlahnya
terbatas itu dapat dimanfaatkan secara optimal.

Inpres Kesehatan ada pada Tabel 11. Dana untuk Inpres ini tersedia Rp607,8 miliar,
meningkat 15,6%. Sesungguhnya peningkatannya akan jauh lebih tinggi kadau sga sdah satu
programnya yang sekarang termasuk dalam Inpres ini, yaitu Program Makanan Tambahan untuk
Anak Sekolah (PMT-AY), tidak dikduarkan menjadi Inpres tersendiri.

Peningkatan yang besar seperti pada kelompok Inpres lainnya, addah sdain karena
perluasan cakupannya, juga karena adanya pemindahan dari kegiatan sektoral di tingkat pusa,
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menjadi kegiatan Inpres. Ini yang menyebabkan kenaikan pada bantuan obat, hampir 60% yaitu
menjadi lebih dari Rp280,9 miiliar.

Bantuan adbat dinaikkan untuk mengatas penyakit yang meluas di masyarekat, yaitu TB
Paru, mdaria, kekurangan vitamin A, diare, dan lain-lain. Sdain itu juga program kapsul yodium
dan vaksn BCG serta hepatitis B. Untuk pencegahan hepatitis B sgja disediakan vaksin untuk 4,6
juta bayi, praktis dapat menjangkau seluruh bayi yang dilahirkan tahun yang akan datang. Dana
untuk pengedaan berbaga veksn tersebut meningkat 66% dibandingkan dengan tahun
sebelumnya, ketika masih berada pada DIP Dep. Kesehatan.

Pembangunan fisk masih dilanjutkan sesuai program dadam Repdita VI. Pembangunan
puskesmas pembantu terus dilakukan terutama diarahkan ke daerah transmigras dan permukiman
baru serta masyarakat terasng. Anggaran untuk itu meningkat lebih dari 41%. Sdan itu
puskesmas yang telah ada ditingkatken juga kemampuan dan mutu pelayanannya dan anggaran
untuk itu meningkat hampir 25%.

Ddam rangka peningkaetan sumber daya manusa kesehatan, anggaran untuk pelatihan,
penempatan dan biaya operasond ditingkatkan. Meskipun ada juga yang menurun sesuai dengan
programnya. Jumlah bidan baru telah berkurang, karena boleh dikatekan di sduruh desa teah
ditempaken bhidan desa Teliha pula peningkatan pada kegiaan penyehatan lingkungan
permukiman dan penyedisan ar bersh sebesar 26,2%. Kenaikan anggaran ini, terutama untuk
penyediaan air bersih di perdesaan yang naik hampir 40%.

Inpres yang terakhir adalah program makanan tambahan untuk anak sekolah atau Inpres
PMT-AS, yaitu padatabd 12.

Program makanan tambahan untuk anak sekoleh ini tdah dimula sgak tahun 1995/96
ddam skala kecil sebaga pilot project, dan dilanjutkan tahun 1996/97 sebagal sdah satu kegiatan
dai Inpres Keschatan. Pada tahun 1996/97 sasaran program ini meliputi 18.318 SD/MI yang
berlokas di 14.445 desa IDT, dan mencakup lebih dari 2,3 juta murid.

Dai pemantauan yang dilakukan, program makanan tambahan anak sekolah ini sangat
berhasil, bukan sga terhadap anak sekolah yang bersangkutan daam meningkatkan gairah begar,
tetapi juga tdah meningkatkan kehidupan perekonomian di desa tertinggd tempat program
tersebut dilaksanakan karena membantu memasarkan produks setempat, yang meningkat antara
lain berkat program IDT.

Atas dasar itu, maka program ini telah dapat ditingkatkan cakupannya dan karena itu pula
koordinasinya meladui Inpres tersendiri. Ddam Inpres ini seluruh desa yang memperoleh bantuan
dana DT, yaitu 28.326 desa akan dicakup.

Jumlah murid yang akan memperolehnya meningkat menjadi lebih dari 7,4 juta yang
bersekolah di 49.138 SD/MI negeri maupun swasta.  Program ini akan mencakup 24,9% dari
sdurun murid di 28,8% SD/MI di sduruh Indonesia Di samping makanan tambahan tiga kali
seminggu juga diberikan obat cacing untuk semua murid, sekdi setahun. Bersamaan dengan
program ini diupayakan pula penyediaan sarana ar bersh untuk SD/MI, yang dilaksanakan
meldui program lain (Inpres Dati 11). Dengan demikian dari segda jurusan diupayakan untuk
meningkatkan dergjat kesehatan, serta dergiat gizi anak-anak sekolah sgak tingkat yang paling
mendasar untuk membangun kader pembanguren masa depan yang cerdas dan sehat.  Seperti
yang telah berlaku sdama ini, program ini merupakan kegigian bersama antara lbu-ibu PKK,
orang tua murid, sekolah, dengan bimbingan dan pengawasan gparat desa. Juga ditegaskan bahwa
bahan pangannya harudah produk pertanian yang berasal dari desa setempat atau kawasan
skitarnya

Kita hargpkan, sesuai dengan kemampuan keuangan negara, secara bertahap program ini
dapat menjangkau semua murid SD/MI di sdluruh Indonesia, yang dewasa ini berjumlah 29,7 juta
Di degah-dagrah yang tedah mau, seperti di kawasan perkotaan dan desadesa yang
masyaraketnya telah baik keadaan ekonominya keikutsertaan masyarekat terutama sebagai orang
tua murid, patut pula dikembangkan
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Sdanjutnya akan diberikan penjelasan anggaran menurut sektor, yang pelaksanaannya
dilakukan baik oleh instans pusat maupun oleh daerah.

Anggaran pembangunan secara kesduruhan meningkat 12,8%, dan anggaran rupiahnya
meningkat 17,3%, namun tingkat kenaikan itu tidak ditergpkan secara merata untuk semua sektor,
oleh karena anggaran pembangunan harus merupakan upaya untuk mewujudkan apa yang ingin
dicgpa ddam Repdita VI serta berbaga prioriteasnya.  Demikian pula ada faktor bantuan luar
negeri yang tidek diperlukan dan tidek cocok untuk semua sektor. Dengan sdesainya daau
berkurangnya kegiatan diberbagai sektor yang dibiaya bantuan luar negeri itu ada bebergpa
subsektor yang menurun dana pembangunanmnya. Ha itu tidek mencerminkan bahwa kegiatan
kegiatan di bidang tersebut berkurang prioritasnya.

Demikian pula ada kenakankenaikan yang lebih besar di  sektor-sektor tertentu
dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, karena memang diperlukan perhatian yang lebih besar
pada berbega kegiagan di bidang-bidang tersebut, dengan tidek mengabaikan kepentingan sektor
lainnya

Sektor yang kenaikannya tertinggi addah kependudukan dan keluarga sgahtera (Sektor
12), yaitu 110,6%. Kenakan ini addah ddam upaya untuk mempercepat penanggulangan
kemiskinan dengan pendekatan keluarga sgjahtera yang akan diterapkan di desadesa di luar IDT.
Dana dari pemerintah untuk itu disediakan Rp300 miliar, yang akan diperkuat dengan dana yang
diperoleh dari masyarakat daam rangka program Tekesra dan Kukesa Dana tersebut bersifat
bergulir (revolving).

Kenaikan terbesar kedua ada pada sektor 19, yaitu sektor politik, hubungan luar negeri,
penerangan, komunikes dan media masa Terutama adalah untuk mendukung kegiatan daam
mensukseskan pemilihan umum dan sdang umum MPR yang akan berlangsung pada tahun
anggaran yang akan datang. Kenakannya adalah 56,2%.

Kenalkan terbesar ketiga addah pada sektor 13, yang mencakup bidang-bidang kesehatan
dan sosd yang nak dengan 53,6%. Bukan hanya ddam persentase, ddam nila absolut pun
sektor ini memperolen kenaikan terbesar di antara semua sektor yaitu Rp732,3 miliar. Tetapi
kenaikan yang paing besar addah pada subsektor peranan wanita, anak dan remgja, yaitu dengan
237,4%.

Kenakan terbessr keempa ada pada sektor tenaga kerja (44%), terutama  untuk
meningkatkan kegiatan-kegiatan pelaihan guna mengatas masdah pengangguran, suatu masdah
yang sungguh-sungguh memerlukan perhatian, bukan hanya atas dasar pertimbangan sosd
ekonomi tetapi juga karena besar pengaruhnyaterhadap stabilitas nasond.

Kenalkan terbesar kelima addah pada sektor 05, yaitu perdagangan dan pengembangan
usaha nasiond serta koperas sebesar 37,0%, sebagai upaya untuk mendukung kegiatan ekspor
non migas serta pengembangan usaha kecil dan koperes.

Kenakan besar juga direncanekan untuk sektor pendidikan, yang secara absolut
memperoleh kenaikan terbesar kedua, sesudah sektor kesehatan dan lain-lain (sektor 13 tadi) yaitu
dengan Rp706,3 miliar. Bahwa kenaikan terbesar secara absolut diberikan kepeda sektor-sektor
kesehatan dan pendidikan, menunjukkan komitmen yang besar pada peningkatan kuditas SDM
sebagal titik berat pembangunan pada PJP Il seiring dengan bidang ekonomi, sesua amanat
GBHN 1993. Kenaikan untuk kedua sektor ini sgja hampir Rpl,5 triliun.

Secara ringkas rencana di berbagai sektor menurut urutannya adalah sebagai berikut.

Anggaran  pembangunan sektor Industri sebagal sektor pertama, berjumlah Rp589,7
miliar atau meningkat 16,4%. Di daamnya termasuk dukungan untuk kegiatan berbaga usaha
industri sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi nasiond, antara lain mdaui  peningkatan
kemampuan teknologi, penditian dan pdaihanpddihan. Prioritas diberikan untuk mendukung
pertumbuhan wiraussha industri  baru, pengembangan industri kecil dan menengah yang
berorientas  ekspor serta meningkatkan kemampuan bda-bda litbeng industri dan lembaga
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litbang teknologi lannya ddam memberiken jasa pelayanan teknis kepada dunia indudri,
terutama industri kecil dan menengah.

Sektor Pertanian termasuk Kehutanan memperoleh anggaran sebesar Rpl.513,0 miliar
meningkat 16,9%. Pembangunan pertanian diarahkan antara lain pada pemantapan swasembada
pangan, peningkatan daya saing berbaga komoditas unggulan pertanian, dan pengentasan
penduduk di pedessan dari kemiskinan. Upaya pembangunen di sektor ini mengikutsertakan
kelompok tani dan koperas dengan pembinaan kemitraan usaha ddam rangka pemberdayaan
ekonomi rakyat. Sedangkan pembangunan kehutanan ditekankan pada kdlestarian fungs ekologis
di samping pengembangan fungs sosid ekonomis hutan.

Sektor Pengairan akan memperoleh anggaran sebesar Rp2.616,1 miliar atau meningkat
sebesar 12,9%. Anggaran di sektor ini direncanakan untuk melanjutkan pembangunan waduk dan
embung, prasarana penyedisan ar baku di berbagai kota, prasarana pengenddian banjir di
perkotaan dan daerah sentra produks pertanian, rehabilitad dan pembangunan jaringan irigas
baru serta peningkatan degrah rawa. 38% atau Rp994,1 miliar dari anggaran di sektor ini akan
dgunakan untuk kegiatan di kawasan timur Indonesia (KTI).

Sdah sau kegiatan yang penting ddam sektor ini addah melanjutkan pengembangan
lahan gambut sguta hektar di Kdimartan Tengah ddam menunjang swasembada dan ketahanan
pangan nasond, sata mdanjutkan rehabilites jaringan irigas desa yang tahun depan
direncanakan mencakup 200 ribu hektar, di mana 27%-nya berada di KTI.

Sektor Tenaga Kerja memperoleh alokas anggaran pembangunan sebesar Rp269,4 miiliar.
Sektor ini merupaken sdah satu yang memperoleh persentase kenaikan tertinggi, dan makin
menonjol  perannya bukan hanya ddam rangka mengaas masdah pengangguran, tetapi juga
ddam memberikan perlindungan terhadap para pekerja termasuk pekerja wanita dan anak, dan
mengatas masdah-masdah perburuhan, yang makin  marak, sehubungan dengan makin
banyaknya pekerja di sektor industri dan kawasan perkotaan.

Sektor Perdagangan, Pengembangan Ussha Nasiond dan Koperas yang direncanakan
akan memperoleh dokas anggaran sebesar Rp549,9 miliar, merupekan salah satu sektor yang
memperoleh kenaikan tertinggi. Untuk pengembangan usaha kecil dan koperad, dana dari APBN
hanyadah sebagian sgja dari sumber daya yang tersedia untuk sektor ini. Karena sdain itu ada
berbaga skim kredit, dana kemitraan dari para pengusaha besar, serta dana 1:5% dari keuntungan
BUMN. Sdain itu, untuk pengadaan pemerintah, pengutamaannya harus mekin diarahkan pada
hasil produks barang dan jasa dari usaha kecil dan menengah.

Sektor keenam adalah Transportes, termasuk di ddamnya Meteorologi dan Geofiska
Untuk sektor ini disediakan anggaran cukup besar yaitu Rp6.849,9 miliar. Anggaran untuk sektor
inl merupakan urutan terbesar kedua sesudah sektor Pembangunan Dagrah.  Lebih dari dua
pertiganya (66%) dialokasikan pada subsektor prasarana jdan. 65% di antaranya akan digunakan
untuk meningkatkan prasarana jaan di luar Jawa termasuk 62%-nya di Kawasan Timur Indonesia,
untuk membuka daerahdaerah yang terisolir termasuk daerah-daerah perbatasan  dan
transmigras di samping mendukung pembangunan wilayah-wilayah yang mengdami pertum-
buhan pesat.

Ddam sektor prasarana ini prioritas memang diberikan pada wilayah yang tertinggd
seperti proping-proping di KTl. Misdnya pada subsektor Transportas Darat, khususnya Ro-
gram Pengembangan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, 67% anggaran rupiah
murninya adadah untuk proyek-proyek yang berada di wilayah KTI.

Untuk memanfaatkan jdan-jdan raya yang telah dibangun akan ditingkatkan angkutan
bus perintis untuk wilayah terpencil terutama di KTl dan juga untuk kota-kota besar yang
memang sangat membutuhkan angkutan bus, seperti untuk wilayah DKI Jekarta.

Di bidang perkeretagpian diupayekan terus untuk meningkatkan pelayanan, keamanan
dan kapaditas lintas kereta api di ataranya médanjutkan pembangunan jdan kereta api baru,
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termasuk jdan kereta gpi di Sumatera bagian Sdaan untuk menunjang peningkatan kebutuhan
angkutan batu bara

Daam subsektor Transportas Laut direncanakan untuk membangun dan merehabilitas
demaga di 47 lokes, di antaranya 32 lokes (68%) berada di KTI. Juga dilanjutkan
pembangunan fadilitas kesdamatan pelayaran, dan pemberian subsdi operas 39 kapd perintis
(34 kapd aau 87% di antaranya beroperas di kawasan timur Indonesid). Pembangunan dalam
subsektor Transportas Udara, akan mengembangkan bandara di 16 lokas, 9 lokas di antaranya
berada di KTI, serta mdanjutkan pembangunan bandara perintis di 3 lokas, 2 di antaranya di
KTI. Anggaran untuk kedua subsektor ini (transportes laut dan udard) menurun oleh karena
banyak proyek yang dibiaya dengan bantuan luar negeri telah sdesai aau berkurang kegiatannya
Namun anggaran rupiahnya tetap meningkat.

Ddam sektor ini juga ada kegiatanrkegiatan meteorologi, geofisika, pencarian dan
penydamaan (SAR) yang penting bagi kehidupan masyarakat dan pembangunan di berbaga
sektor, seperti pengamatan cuaca.

Sektor 07 Pertambangan dan Energi memperoleh anggaran terbesar urutan keempat yaitu
Rp4.423,0 miliar. Sebagian besar, yaitu 98,6% di antaranya addah untuk subsektor Energi,
terutama menunjang pembangunan  kdidriken. Tanggung jawab pendanean PLN dan
kelkutsertaan dunia ussha ddlam program kelistrikan telah meningkat terutama di pulau Jawa dan
d dagrah pada penduduk dan yang ekonominya telah berkembang sehingga dukungan
pemerintah pada PLN terutama addah untuk daerah di luar Jawa, serta sebagian kebutuhan
trangmis dan distribus di Jawa dengan titik berat pada listrik perdessan. Ddam tahun 1997/98
desa yang diligtriki bertambah dengan 5.271 desa di antaranya 24,9% berada di KTl mdaui
pembangunan pembangkit dan jaringan baru sarta perluasan jaringan listrik yang sudah ada
Dengan demikian tdah 42.280 desa memperoleh diran listrik, atau 65,6% dari sduruh desa di
tanah ar.

Sektor pariwisata, pos dan telekomunikas memperoleh anggaran sebesar Rp962,7 miliar.
Secara kesduruhan ada penurunan karena berkurangnya anggaran untuk subsektor pos dan teleko-
munikas. Berkurangnya anggaran untuk subsektor ini addah karena tdlah makin besarnya peran
masyaraka dadam pembangunan subsektor ini dan berkurangnya komponen bantuan luar negeri.
Tetapi anggaran untuk subsektor pariwisata meningkat cukup besar yaitu 33,9% sdah satu
peningkatan subsektor yang termasuk terbesar. Tujuannya adadah mendukung pengembangan
kepariwisataan sebagal sumber lapangan kerja dan perolehan devisa yang ama penting. Dengan
anggaran yang tersedia itu, kapaditas pengembangan jasa pos dan giro terus meningkat, didukung
jaringan kantor pos dan kantor pos pembantu, serta jaringan pos kdiling kota dan pos keliling
desa  Pembangunan jasa tdekomunikes addah sdah satu yang telah jauh meampaui sesaran
Repdita VI teutama karena meningkatnya peran swadta. Anggaran  pembangunan  dari
pemerintah mash ada antara lain untuk pembangunan kapasitas telepon baru sebanyak 700.000
satuan sambungan termasuk telekomunikas  perdesaan, serta pembangunan jaringan transmis
telekomunikas untuk meningkatkan hubungan antara berbagai wilayah di Indonesia khususnya
antara kawasan barat dengan kawasan timur.

Sektor yang memperoleh anggaran terbesar addah sektor 09, yaitu Pembangunan Daerah
termasuk Trangmigras, yaitu Rp7.164,1 miliar. Sebagian dari sektor ini, telah tercakup daam
program-program Inpres. Pembangunan daerah sesungguhnya bukan hanya dengan Inpres-inpres
itu sga, karena semua sektor pun kegiatannya berlangsung di daerah, sehingga merupakan bagian
pula dari pembangunan daerah.

Daam sektor ini, subsektor Transmigras dan Pemukiman Perambah Hutan, memperoleh
anggaran Rpl.487,8 miiliar, suatu kenaikan yang cukup besar, yaitu 32,7%. 68% dari seluruh ke
gdannya berlokes di kawasan timur Indonesa  Dengan anggaran ini akan diupayakan
penempatan 60.000 kepda keuarga transmigras umum dan transmigras swakarsa berbantuan. Di
antaranya 20.000 kepda keuarga akan ditempaikan di lokas yang telah sdesai disapkan di
Kaimantan Tengah, yaitu proyek 1 juta hektar [ahan gambuit.
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Berikutnya, Sektor Lingkungan Hidup termasuk Tata Ruang memperoleh anggaran
Rp685,8 miliar, meningkat cukup besar, terutama anggaran rupiahnya. Sedangkan bantuan luar
negeri menurun karena telah berkurang kegiatannya. Anggaran rupiah untuk sektor ini meningkat
30,5%, untuk memperkuat kemampuan gparat pemerintah ddam mengamankan lingkungan hidup
serta mengenddikan dampak pembangunan terhadap lingkungan. Mula tahun anggaran yang
akan datang, Pemerintah Daerah dihargpkan berperan lebih besar ddam masdah lingkungan
hidup, dan untuk itu Pemeritah Pusat memberi bantuan meldui mekanisme Inpres seperti telah
dikemukakan tadi.

Sektor berikutnya, yatu Pendidikan, termasuk Kebudayaan Nasiond, Kepercayaan
terhadgp Tuhan YME, Pemuda dan Olahraga, menempati urutan anggaran terbesar ketiga dengan
Rp4.676,9 miliar, dan merupakan 12,0% dari sdluruh anggaran pembangunan. Secara absolut
sektor ini memperoleh kenaikan anggaran kedua terbesar.

Sebagian kegiatan di sektor ini tercakup dadlam berbagal Inpres. Sdain itu prioritas di
bidang pendidikan addah untuk mdanjutken weib bega 9 tahun sesuai rencana, di samping
perluasan dan peningkatan pendidikan keuruan, serta peningkatan kuditas pendidiken di semua
jenis, jenjang, dan jaur pendidikan, termasuk pendidikan tinggi. Perhatian lebih besar akan
diberikan pada peningkatan kuditas tenaga-tenaga penggar di semua jenjang. Patut dicatia pula
peningkatan yang besar pada subsektor pemuda dan olahraga dengan 52,9%, kebudaysan 37%
dan pendidikan luar sekolah serta kedinasan 32,3%.

Mengenai sektor 12, Kependudukan dan Keduarga Sgahtera, tadi telah dikemukakan
addah sektor yang paling tinggi kenaikannya Sektor ini anggarannya meningkat lebih dari dua
kai menjadi Rp690,9 miliar. Sdain mendukung upaya mensgahterakan kedluarga miskin melaui
pendekatan kedluarga sgahtera, upaya mengenddikan lgu petumbuhan penduduk medui
program keluarga berencana sangat penting artinya dan tetap mendapat prioritas.

Sektor ke 13, Kesgahteraan Sodd, Kesehaan, Peranan Wanita, Anak dan Remaja,
dengan anggaran Rp2.097,2 miliar memperoleh lenaikan anggaran (absolut) terbesar, sedangkan
ddam persentase kenakannya addah ketiga terbesar.  Perlu dicatat pula adanya peningkatan
besar pada subsektor kesgjahteraan sosid sebesar 62,5%, sehingga dapat meningkatkan upaya
untuk membangun tard kesgahteraan anggota-anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan
pemerintah, terutama masyarakat terasing, fekir miskin, anak terlantar, dan lanjut usia dari
keluarga yang tidak mampu.

Bidang kesehatan sendiri dengan anggaran Rpl.505,0 miliar, memperoleh kenaikan yang
cukup besar, yatu 37,7%. Di antaranya yaitu 30,6% médui Inpres kesehatan disaurkan
langsung ke sduruh peosok daerah untuk peayanan kesehatan masyarakat yang sduas-luasnya
Sdebihnya addah untuk meningkatkan mutu peayanan rumah sakit, dan pembangunan rumah
sakit baru, serta peningkatan kemampuan rumah sakit-rumah sgkit Dati 1l terutama di Dati |1 yang
terpencil seperti di propins-proping di kawasan timur.

Sektor pembangunan sdlanjutnya, Perumahan dan Permukiman, memperoleh anggaran
sebesar Rpl533,8 milia. Dana di sektor ini antara lain  disedisgkan untuk  mendukung
pembangunan 110.000 rumah sederhana dan sangat sederhana. Juga termasuk di ddamnya upaya
memperluas penyediaan peayanan ar bersh untuk 6 juta penduduk, di wilayah perdesaan
maupun perkotaan, serta peningkatan lingkungan permukiman terutama di kawasan perkotaan.

Sektor Agama memperoleh anggaran Rp304,0 miliar. Sektor ini senantiasa memperoleh
perhaian karena memang besar sekdi perannya antara lain ddam rangka program pendidikan
desr 9 tahun dengan Madrassh-madrassh Tsanawiyah-nya Sdlain itu, pdayanan kehidupan
beragama, terutama dadam rangka terusmenerus membina kerukunan antarumat beragama,
merupakan kegiatan yang penting pula ddam sektor agama. Ha  itu tercermin dalam peningkatan
anggaran untuk subsektor itu, yang termasuk urutan tertinggi, yaitu 43%.

Sektor  Ilmu Pengetahuan dan  Teknologi memperolen  anggaran  Rp881,8 miliar.
Programnya meliputi upaya untuk mengembangkan kaepasitas sumber daya penelitian termasuk
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pengembangan sarana dan prasarana penditian dan peayanan jasa teknologi. Bahkan untuk
kebutuhan itu anggaran yang disedigkan meningkat 89,6%. Kegiatan-kegiagan penditian ini
teramat penting, oleh karena kita akan segera memasuki abad ke-21, yang akan ditandal oleh
persaingan yang makin ketat, di mana pengussaan teknologi menjadi faktor yang menentukan
ddam daya saing.

Sektor berikutnya, yaitu sektor 19, persentase peningkatannya cukup besar, yaitu kedua
terbesar terutama untuk kegiatan penerangan. Sektor ini mencakup bidang palitik, hubungan luar
negeri, serta penerangan, komunikas dan media massa, dan memperoleh anggaran Rp286,1
miliar. Anggaran untuk subsektor politik, sebagian besar digunakan untuk kegiatan penataran P4
di deerah yang penydenggaraannya dibantu oleh pemerintah pusat. Anggaran untuk hubungan
luar negeri meningkat cukup besar, antara lain untuk mendukung peningkatan diplomas kita di
luar negeri, terutama dalam menangka kampanye negatif terhadap Indonesia

Di bidang penerangan, sdain untuk kesapan menghadapi banyak kegiatan di bidang
politik tahun depan juga diupayakan untuk lebih meningkaetken mutu, cakupan dan pemerataan
informas pembangunan ke sdluruh pelosok tanah air. Untuk itu antara lain akan dibangun stasiun-
dasiun pemancar televis kecil di daerah-daerah yang rdatif terpencil, yang sebagian besar berada
di KTI.

Sektor Hukum, ddam tahun 1997/98 memperoleh anggaran sebesar Rpl95,0 miliar.
Sgak Hukum ditempatkan sebagal bidang pembangunan tersendiri dalam GBHN 1993, sektor ini
memperoleh prioritas besar, yang tercermin dalam pengdokasian anggaran pembangunan yang
terus meningkat. Dengan anggaran yang terus meningka ini dihargpkan hukum dapat makin
menjaankan fungs dan perannya sebaga sarana untuk menjamin ketertiban dan kesgahteraan
sata shaga sarana untuk membangun masyarakat yang berkeadilan.  Dihargpkan penydesaian
produk perundang-undangan dapat lebih cepat terutama penyempurnaan  produk-produk
perundangan kolonid, demikian pula penyelesaian perkara diberbaga tingkat peradilan. Untuk itu
pula anggaran rupiah untuk sarana dan prasarana hukum meningkat cukup besar yakni 26,2%.
Diharapkan dengan pembanguran hukum yang terus meningkat akan meningkat pula citra dan
wibawa hukum dalam masyarakat.

Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan memperoleh anggaran sebesar Rp911,0 miliar.
Anggaran sektor ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pelayanan gpardur negara
kepada masyarakat, kemampuan untuk menyelenggarakan pemerintahan umum  dan
pembangunan, serta ddam mendorong, membimbing dan menunjang kegiatan pembangunan
yang dilaksanakan olen masyarakat. Kegiaan pengawasan teramat penting dan cakupamya
ditingkatkan, namun sesuai dengan kaidah anggaran yang benar, kegiatan pengawasan yang
berlangsung secara rutin telah didihkan ke anggaran rutin. Jadi gpabila tampak ada penurunan
bukan oleh karena berkurang anggarannya, tapi berdih sga jenis pengduarannya.

Sektor yang terakhir adadah sektor Pertahanan dan Keamanan yang mendapatkan
anggaran sebesar Rpl.727,6 miliar. Daam pembangunan pertahanan dan keamanan diperlukan
pengadaan perdatan canggih yang banyak di ataranya harus diimpor. Oleh karena itu, pors dana
luar negeri dalam sektor ini cukup besar, yaitu 37,1%. Anggaran rupigh murni @ndiri juga
meningkat cukup besar, yaitu 20,9%. Dana itu digunakan antara lain untuk melanjutkan rehabi-
lites rumah kumuh dan tidek layak huni di pangkdan-pangkdan ABRI dan ssbaga dana
pendamping bagi pengadaan perdatan impor. Di samping itu juga untuk membiaya pengadaan
perdaan yang tdah dihaslkan di ddam negeri seperti oleh indudtri-industri strategis. Prioritas
pembangunan pertahanan dan keamanan dititikberatken pada peningkatan kuditas sumber daya
manusa, dan secara bertahap medengkapi perdatan kesatuan-kesatuan yang mash belum
memenuhi standar minimal.

Secara agak lebih rinci rencana pembangunan di beberapa sektor dan subsektor beserta
sasaran-sasarannya disgjikan pada bagian akhir bahan laporan ini, yaitu padabab 1.
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Secara kesduruhan, dapat dismpulkan bahwa anggaran perbangunan tahun 1997/98
sebaga tahun keempat Repdita VI, dan tahun terakhir yang disusun dan dilaksanakan oleh
Kabinet Pembangunan VI, mengupayakan hal-hd sebaga berikut:

1. Pertamatamamewujudkan sasaran-sasaran RepditaVI.

2. Secara khusus titik berat diletakkan pada upaya untuk makin memeratakan upaya dan hasl
pembangunan, terutama untuk mengatas masalah kemiskinan dan berbagai kesenjangan.

3. Pembangunan sumber daya manusa menempati prioritess yang tinggi, dadam rangka
membangun kesgjahteraan masyarakat, meningkatkan produktivitas angketan kerja serta me-
nyiapkan generas pembangunen yang ber kualitas di masa depan.

4. Pembangunan prasarana ekonomi terus dilanjutkan, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,
membuka wilayatwilayah yang terisolas, serta mengembangkan potens masyarakat
terutama di daerah yang terbelakang, dengan tetep menjaga keserasan lingkungan dan
pembangunan yang berkeanjutan.

5. Secara kesduruhan investas pemerintah dimaksudkan untuk mendukung dan memberi arah
bagi kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat termasuk dunia usaha, yang
perannya akan berkembang makin besar di hari-hari mendatang.

Sebagai penutup, rancangan anggaran pembangunan pada tahap ini disusun sampai sektor
dan sitbsektor.  Sdanjutnya akan dirinci lebih lanjut ke dadam program dan proyek. Daam
penyusunan proyek-proyek pembangunan tahun 1997/98 diupayakan tidak ada lagi proyek yang
tidak mengacu kepada Sarlita, yaitu sasaran tahunan repdlita

Untuk menjamin sinkronisas antara pembangunan sektora dan pembangunan regiond,
proyek-proyek pembangunan telah direncanakan secara berjenjang dengan  menggabungkan
pendekatan perencanaan dari aas ke bawah dan dari bawah ke aas. Proses ini telah berjdan
sgak April sampa  dengan Oktober 1996, mulai dari tingkat desa dan kecamatan, Dati I, Dati |,
antarproping  sepulawkawasan, sampa ke tingkat nasond yatu konsultes nasond
pembangunan (Konashang). Dengan demikian setigp Gubernur telah mengetahui prioritas proyek-
proyek sektora yang akan dilaksanakan dan berlokas di daerahnya dan sgp untuk mendukung
dan mengamankannya. Oleh karena itu, ddam tahun 1997/98 diupayakan tidek ada proyek di luar
yang telah dibahas dengan para Gubernur tersebut, untuk menjamin keserasian serta keterpaduan
pada tingkat pelaksanaamya nanti di daerah.
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